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Produk Hukum Daerah

“Sebuah proses bagaimana PHD dibentuk dengan baik sesuai peraturan perundang-
undangan yang terdiri dari Tertib Kewenangan, Tertib Substansi, Tertib Implementasi, 

dan Tertib Prosedur”

“Produk hukum berbentuk peraturan yang meliputi Perda, Perkada, Peraturan 
DPRD dan berbentuk keputusan yang meliputi Keputusan Kepala Daerah, 

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan 
DPRD”.

Pembentukan PHD merupakan pembuatan peraturan perundang-undangan 
daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Tertib Regulasi



Prinsip Pembentukan

Pancasila sebagai dasar filosofis dan sumber dari segala sumber hukum.

Undang-Undang 
Dasar Negara 

Republik 
Indonesia Tahun 

1945 sebagai 
Hukum Dasar 
Negara dalam 

peraturan 
perundang-
undangan.

PHD tidak boleh bertentangan 
dengan:
a. peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi;
b. asas dan materi muatan 

pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang 
baik;

c. putusan pengadilan; dan
d. PHD lainnya (tumpang 

tindih/overlapping).

PHD dibentuk dalam rangka: 
a. penyelenggaraan otonomi 

daerah dan tugas 
pembantuan;

b. menampung kondisi khusus 
daerah atau karakteristik 
daerah dan penjabaran 
lebih lanjut peraturan 
perundang-undangan yang 
lebih tinggi.



ASAS 
dan 

MATERI 
MUATAN

Kejelasan Tujuan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang
jelas yang hendak dicapai

Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat 
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau 
pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-
undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara 
atau pejabat yang tidak berwenang

Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan
Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan 
yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan

Dapat Dilaksanakan 
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas 
peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, 
maupun yuridis

Keterbukaan
Dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan akses kepada 
publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi 
dan/atau memberikan masukan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring 
dan/atau luring

Kejelasan Rumusan
Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan 
peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang 
jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam 
pelaksanaannya

Kedayagunaan dan Kehasilgunaan
setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan 
bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Asas pembentukan 
dan materi muatan 
PHD berpedoman 
pada ketentuan 

peraturan perundang-
undangan dan asas 

hukum yang tumbuh 
dan berkembang 

dalam masyarakat 
sepanjang tidak 

bertentangan dengan 
prinsip NKRI

Asas



Materi muatan Produk Hukum Daerah 
harus mencerminkan asas:

MATERI MUATAN

1. Pengayoman;

2. Kemanusiaan;

3. Kebangsaan;

4. Kekeluargaan

5. Kenusantaraan;

6. Bhinneka Tunggal Ika;

7. Keadilan;

8. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan 
Pemerintahan;

9. Ketertiban dan Kepastian Hukum; dan/atau

10. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

“PHD tertentu dapat berisi asas lain 
sesuai dengan bidang hukum peraturan 
perundang-undangan yang 
bersangkutan”
a. Legalitas;
b. Non Retroaktif;
c. Lex Superiori Derogat Legi Inferiori;
d. Lex Specialis Derogat Legi Generalis;
e. Lex Posteriori Derogat Legi Priori;
f. AUPB.

Setiap materi muatan PHD harus 
mencerminkan pelindungan dan

penghormatan HAM serta harkat dan 
martabat setiap warga negara dan 

penduduk Indonesia secara proporsional



Tahapan Pembentukan

Perencanaan instrumen perencanaan program pembentukan Perda dan Perkada yang 
disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis

Penyusunan proses penyusunan Rancangan PHD sesuai dengan asas formil dan asas materil

Pembahasan proses pembahasan bersama guna pengambilan kesepakatan sesuai dengan 
tingkat-tingkat pembicaraan

Penetapan tahapan penandatanganan Rancangan PHD yang telah disetujui bersama

Pengundangan penempatan PHD dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, 
atau Berita Daerah

Penyebarluasan tahapan pemberian informasi dan/atau tahapan memperoleh masukan 
masyarakat serta para pemangku kepentingan



pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan PHD

Pengharmonisasian

“Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan PHD 
dilaksanakan dalam tahapan penyusunan PHD”

Pengertian:
a. Proses penyelarasan substansi Rancangan PHD dan teknik penyusunan peraturan perundang-

undangan sehingga menjadi PHD yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka
sistem hukum nasional.

b. Upaya atau proses untuk mewujudkan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan
keseimbangan antarberbagai unsur dalam penyusunan Rancangan PHD sebagai satu kebulatan
ide yang utuh, kompak, atau kokoh sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peraturan
perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis.

1. Undang-Undang 12 Tahun 2011 jo. 13 Tahun 2022;
2. Peraturan BPIP 4 Tahun 2020;
3. Permenkumham 16 Tahun 2024;
4. PUU sektoral terkait materi muatan.

Dasar Pegangan:



URGENSI 
PENGHARMONISASIAN 

PEMBULATAN DAN 
PEMANTAPAN 

KONSEPSI

Potensi untuk terjadi disharmoni sangat besar karena sistem hukum 
Indonesia yang paling tidak terdapat 3 (tiga) sistem hukum yang berlaku, 
yaitu hukum barat, sistem hukum islam, dan sistem hukum adat.

Kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan sangat banyak dan 
beragam.

Ego sektoral terkait dengan kewenangan antar lembaga pembentuk 
peraturan perundang-undangan dan pejabat yang berwenang menetapkan.

Segala permasalahan diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan.

Belum optimalnya peran instansi, lembaga, atau pejabat yang menangani 
peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral dari sistem 
hukum nasional.

Konsekuensi dari adanya hierarkhi peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan dapat diuji materil (judicial review).

Untuk menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan 
dilakukan secara taat asas serta tertib regulasi demi kepastian hukum.



Pembinaan terhadap Rancangan Produk Hukum 
Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur

(Fasilitasi, Verifikasi, dan Klarifikasi )

Fasilitasi :

Verifikasi :

Klarifikasi :

Pembinaan secara tertulis PHD berbentuk 
peraturan terhadap materi muatan dan teknik 
penyusunan Rancangan PHD sebelum ditetapkan.

Tindakan untuk membandingkan antara hasil 
fasilitasi dengan Rancangan Perda sebelum 
diberikan Noreg.

Pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk 
mengetahui kesesuaian dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, 
kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

Pengharmonisasian, Pembulatan, 
dan Pemantapan Konsepsi 

Rancangan Produk Hukum Daerah 

Aspek yang dilakukan 
pengharmonisasian, pembulatan, 
dan pemantapan konsepsi:
➢ aspek konsepsi materi muatan; 

dan
➢ aspek teknik penyusunan 

peraturan perundang-
undangan.

Teknik penyusunan dan pengharmonisasian dipakai sebagai salah satu penilaian dalam kegiatan:
TEKNIK PENYUSUNAN & HARMONISASI



Pengarusutamaan HAM

Terdapat 30 (tiga puluh) materi muatan hak dalam Pengarusutamaan HAM pembentukan PHD dari Hak 
Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta  Hak Sipil dan Politik.

Adanya HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun yang berupa hak untuk hidup, hak 
untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas 
dasar hukum yang berlaku surut.

Adanya pembatasan HAM dengan batasan:
a. Diatur berdasarkan hukum;
b. Diperlukan dalam masyarakat yang demokratis;
c. Untuk melindungi ketertiban umum;
d. Untuk melindungi kesehatan, moral, dan keselamatan publik;
e. Untuk melindungi keamanan nasional; dan
f. Untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain.

Pengarusutamaan HAM dalam pembentukan PHD merupakan wujud kewajiban dan tanggung jawab 
pemerintah dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.



Implementasi Pengarusutamaan HAM

Dilaksanakan untuk meminimalisir eksistensi PHD yang tidak berperspektif HAM

Penyusunan konsep umum sesuai UU 
12/2011:
a. Penentuan jenis PHD sesuai 

kewenangan;
b. Penentuan topik materi muatan;
c. Penentuan ruang lingkup materi 

muatan;
d. Pemetaan eksistensi Rancangan 

PHD (urgensi dan tujuan 
pembentukan serta dampak yang 
ditimbulkan);

e. Penentuan kapan dibutuhkannya 
PHD.

Penyusunan norma 
melalui integrasi 
instrumen HAM dari 
mulai konsiderans 
sampai batang tubuh.

Penyusunan konsep HAM:
a. Penentuan pihak pemangku hak 

yang akan diatur;
b. Penentuan pihak pemangku 

kewajiban yang akan diatur;
c. Penentuan asas dan prinsip HAM 

yang dibutuhkan;
d. Pemetaan hak dari para pihak 

pemangku hak;
e. Penentuan kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh pihak pemangku 
kewajiban.

“Suatu PHD dapat dikategorikan telah mengintegrasikan muatan HAM jika seluruh tahapan di atas telah 
terpenuhi dan substansinya tidak bertentangan dengan muatan hak serta prinsip dan nilai HAM”



Belum semua PHD dibentuk atas dasar peraturan perundang-undangan:
a. yang memberikan dasar kewenangan (atribusi); atau
b. yang memerintahkan (delegasi).

▪ Belum semua materi muatan Perda berisi materi muatan dalam 
rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan 
serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih 
lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

▪ Belum semua materi muatan Perkada berisi materi muatan dalam 
rangka melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

▪ Belum semua materi muatan PHD selaras dengan Nilai Dasar 
Pencasila dan Pengarusutamaan HAM.

DASAR 

PEMBENTUKAN

Kritisi atas Rancangan PHD

MATERI 

MUATAN

1. Urusan Pemerintahan Absolut
Sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

2. Urusan Pemerintahan Konkuren
Dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
sesuai prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, 
serta kepentingan strategis nasional berupa:
a. kewenangan yang lokasinya dalam daerah;
b. kewenangan yang penggunanya dalam daerah;
c. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya 

hanya dalam daerah; dan/atau
d. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih 

efisien apabila dilakukan oleh daerah.

3. Urusan Pemerintahan Umum
Menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala 
pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemda.

FOKUS PERHATIAN

Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Nilai Dasar Pencasila dan Pengarusutamaan HAM



Evaluasi PHD
Evaluasi dalam pembentukan PHD digunakan dalam 
beragam bentuk kegiatan:
a. Evaluasi PHD yang wajib evaluasi:

1. RPJPD;
2. RPJMD;
3. RPIK;
4. APBD;
5. PDRD;
6. RTRW; dan
7. pembentukan, penghapusan, penggabungan, 

dan/atau perubahan status Desa menjadi 
kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

b. Evaluasi efektivitas pelaksanaan Perda dan 
Perkada oleh Bapemperda sebagai salah satu 
bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD;

c. Analisis dan Evaluasi PHD.

Dilaksanakan  melalui rapat 
kerja Komisi dengan 

Pemerintah Daerah dan 
kegiatan kunjungan kerja

Mekanisme kontrol terhadap PHD 
yang telah dibentuk sebagai 
bentuk penataan regulasi melalui:
▪ Identifikasi dan pemetaan 

regulasi (menghilangkan 
overlapping peraturan);

▪ Deregulasi aturan yang 
menghambat birokrasi; dan

▪ Penguatan sistem regulasi 
nasional.



Analisis dan Evaluasi PHD bagian dari pelaksanaan 
RB tingkat instansional (mikro) mencakup 
implementasi kebijakan/program RB pada Pemda.

Indeks Reformasi Hukum

Evaluasi PHD

▪ Untuk mengetahui kondisi hukum 
yang ada (exist regulation) dalam 
rangka menilai capaian tujuan 
pembentukan suatu regulasi.

▪ Rekomendasi hasil AE menjadi dasar 
penyusunan dokumen pembangunan 
hukum daerah untuk penentuan 
kerangka regulasi dalam RPJMD.

▪ masukan terhadap perencanaan 
pembentukan Perda yang tertuang 
dalam Propemperda.



Dimensi AE
Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 Tahun 2019; dan
Petunjuk Teknis Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah Nomor PHN.HN.01.03-08 Tahun 2019.

Dimensi Kejelasan Rumusan

Dimensi Kesesuaian Asas Hukum

Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Dimensi Disharmoni Pengaturan

Dimensi Ketepatan Jenis PUU
Pancasila

Analisis yang 
melakukan 

penilaian sejauh 
mana suatu PHD 
mengakomodasi 

nilai-nilai yang 
terkandung dalam 
sila-sila Pancasila

Ketepatan Jenis 
PUU

Analisis untuk 
memastikan PHD sudah 
sesuai dengan jenis dan 

hierarki peraturan 
perundang-undangan, 

setiap jenis PHD memiliki 
batasan untuk mengatur 

materi muatannya.

Dimensi 
Disharmoni 
Pengaturan

Analisis yang 
melakukan penilaian 
dengan pendekatan 

normatif untuk 
mengetahui 
disharmoni 
pengaturan. 

Kejelasan 
Rumusan

Analisis untuk 
mereduksi 

pengaturan yang
menimbulkan 

berbagai macam 
interpretasi dalam 
pelaksanaannya.

Kesesuaian Asas 
Hukum

Analisis untuk 
memastikan ketentuan 

dalam PHD telah 
mencerminkan makna 
yang terkandung dari 

asas lain sesuai dengan 
bidang hukum PHD 
yang bersangkutan.

Efektivitas 
Pelaksanaan

Analisis untuk 
melihat sejauh 
mana kejelasan 

tujuan serta 
kedayagunaan dan 
kehasilgunaan dari 
PHD di masyarakat.



Sekian
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